Menimbang :

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 65 TadUx 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN,
PENYALURAN, DAN PENGELOLAAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWOREJO,

Desa;

b.bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan
dan tingkat kebutuhan serta dengan memperhatikan
ketentuan yang berlaku, beberapa ketentuan dalam
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf

a perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 39 Tahun
2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran,
dan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah kepada Desa;

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat
(3) dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal
10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan
Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo
Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengalokasian, Penyaluran dan Pengelolaan Bagian
dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada



Mengingat

Menetapkan :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8
Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016
Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 39 TAHUN
2019 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN,
PENYALURAN, DAN PENGELOLAAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA.

Pasal 1

Ketentuan ayat (5) Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 39

Tahun 2019

tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, dan

Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor
39 Seri E Nomor 34), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



|}

Pasal 8

(1) Bagian dari Hasil PDRD dapat disalurkan kepada Desa yang
bersangkutan apabila telah tercantum dalam APBDesa atau
Perubahan APBDesa tahun anggaran berkenaan.

(2) Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disalurkan kepada Desa secara langsung dari RKUD ke RKD
berdasarkan permohonan pencairan dari masing-masing Desa.

(3) Bagiandari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disalurkan dalam 2 (dua) tahap.

(4) Penyaluran tahap I dilakukan paling cepat bulan Januari sebesar
100% (seratus persen) dari Alokasi Sementara.

(5) Penyaluran tahap II dilakukan paling lambat akhir bulan Desember
sebesar selisih lebih dari Alokasi Definitif dengan Alokasi
Sementara.

(6) Dalam hal Alokasi Definitif yang diterima lebih kecil dari Alokasi
Sementara, Desa wajib menyetorkan selisih lebih penyaluran
Bagian dari Hasil PDRD ke RKUD.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 17 Lesemoer 2019

4 BUPATL PURWOREJO ¥

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 17 Desember :01J

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

& SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR®5 SERI B2 NOMOR 1



